
 

 

 
RANCANGaAN 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   M.HH-01.PW.02.03 TAHUN 2011 
TENTANG 

PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Diktum Kelima Instruksi Presiden             Nomor 

5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instruksi 
Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi perlu menetapkan Unit Kerja Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia sebagai Wilayah Bebas Korupsi; 

b. bahwa sebagai wujud nyata upaya inovasi dalam inisiatif anti korupsi serta 
tindak lanjut Deklarasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang 
Penetapan Wilayah Bebas Korupsi tanggal 8 Desember 2010 perlu 
menetapkan Unit Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai 
Wilayah Bebas Korupsi; 

c. bahwa Unit Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang di 
pandang memenuhi kriteria Wilayah Bebas Korupsi untuk ditetapkan sebagai 
Wilayah Bebas Korupsi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  huruf a, 
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di 
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), 
sebagaimana telah diubah dengan                  Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999   Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
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Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia                Tahun 
2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              Nomor 5038); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi, Kementerian Negara Republik Indonesia; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik  Indonesia; 

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan 
Publik; 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;. 

18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN 
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) KEMENTERIAN HUKUM DAN 
HAK ASASI MANUSIA. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang  Hukum dan 

Hak Asasi Manusia; 
2. Kementerian adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
3. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian yang 

bertanggung jawab langsung kepada Menteri; 
4. Unit Kerja adalah setiap Unit Utama Eselon I, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana  Teknis di   

lingkungan Kementerian; 
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5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada setiap unit kerja di lingkungan 
Kementerian dan Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan 
Kementerian;  

6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 

7. Wilayah Bebas Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah wilayah pada setiap Unit Kerja 
di lingkungan Kementerian yang telah melaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kriteria 
penilaian penetapan area WBK baik yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak 
langsung kepada publik dengan dilandasi oleh nilai-nilai kepentingan masyarakat, integritas, 
responsif, akuntabilitas, dan profesional (KIRAP);  

8. Penetapan WBK adalah Kebijakan Menteri yang menetapkan area WBK pada setiap unit kerja  
di lingkungan Kementerian. 

Pasal 2 
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penetapan 

WBK pada setiap Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
(2) Penetapan WBK ditujukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 

Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 
9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam rangka 
mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
serta menciptakan WBK sebagai bentuk apresiasi atas terlaksananya upaya-upaya inovasi 
pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian. 

(3) Sasaran pelaksanaan penetapan WBK adalah seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian. 
 

Pasal 3 
Ruang lingkup pelaksanaan WBK di lingkungan Kementerian, meliputi: 
(a) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 
(b) Komitmen Pimpinan Unit Kerja terhadap Percepatan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi. 
(c) Penetapan Kinerja 
(d) Penetapan Area WBK 
(e) Monitoring dan Evaluasi. 

 
Pasal 4 

Pelaksanaan WBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diberlakukan pada seluruh Unit Kerja di 
lingkungan Kementerian berdasarkan pedoman Pelaksanaan WBK sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini. 
 

BAB II 
  Bagian Kesatu 

Strategi Pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi 
 

Pasal 5 
Strategi untuk mewujudkan WBK adalah pelaksanaan secara konsisten penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan keuangan, laporan akuntabilitas kinerja, 
penetapan WBK secara bertahap, serta monitoring dan evaluasi. 
 

Bagian Kedua 
Penetapan Wilayah Bebas Korupsi 

 
Pasal 6 

Menteri menetapkan WBK berdasarkan laporan pelaksanaan WBK oleh Pimpinan Unit Kerja masing-
masing yang telah dievaluasi serta dinilai pelaksanaannya oleh Inspektorat Jenderal. 

 
BAB III 

PELAKSANAAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN WBK 
 

Pasal 7 
(1) Pimpinan Unit Kerja wajib mensosialisasikan Peraturan Menteri ini kepada seluruh pegawai di 

lingkungan kerjanya masing-masing agar semua mengetahui, memahami, serta melaksanakan 
WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 
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(2) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan WBK pada unit kerjanya masing-

masing. 
(3) Pimpinan Unit Kerja melaporkan hasil pelaksanaan WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 huruf a, huru f b, huruf c, dan huruf d. 
 

BAB IV 
MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN WBK 

 
Pasal 8 

Inspektorat Jenderal melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian atas laporan pelaksanaan 
WBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri 
untuk ditetapkan sebagai Unit Kerja WBK. 
 

BAB V  
PENGADUAN  

 
Pasal 9 

(1) Pimpinan Unit Kerja wajib membuat sarana dan prasarana pengaduan bagi masyarakat secara 
transparan dan membuat sistim informasi publik berbasis situs website untuk memudahkan dan 
mengikutsertakan masyarakat dalam mendukung terwujudnya unit kerja dilingkungan 
Kementerian sebagai WBK;            

(2) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan adanya Tindak Pidana Korupsi 
dan/ atau penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Pelaksanaan 
WBK kepada Inspektur Jenderal; 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai dengan data 
pendukung yang jelas antara lain: 
a.  Nama dan alamat yang memberikan pengaduan dengan melampirkan foto copy KTP 

atau identitas diri yang masih berlaku; dan/ atau 
b.  Keterangan/ uraian mengenai permasalahan dan tempat kejadian yang dilengkapi dengan 

informasi lainnya. 
 

BAB VI 
PENGHARGAAN 

 
Pasal 10 

Pimpinan Unit Kerja yang menunjukkan prestasi luar biasa atas Pelaksanaan WBK di berikan 
penghargaan oleh Menteri berdasarkan evaluasi dan Penilaian oleh Inspektorat Jenderal.  

 
BAB VII  

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 11 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di  Jakarta 
Pada Tanggal 5 Agustus 2011. Tahun ... 

    MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
 REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
PATRIALIS AKBAR 

 
Diundangkan di  Jakarta 
Pada Tanggal 5 Agustus 2011. Tahun 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
PATRIALIS AKBAR 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 471 ... 
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